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KEPUTUSAN
DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 6/KEP-LPMUKP/2019
TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDAMPING
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR

LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan peningkatan
kegiatan layanan pendampingan LPMUKP pada setiap
lokasi layanan pendampingan yang telah ditetapkan,
dipandang perlu untuk menetapkan Tenaga
Pendamping Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan
dan Perikanan Tahap Kedua Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Lembaga
Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PER-LPMUKP/2017, seluruh Tenaga Pendamping
LPMUKP baik yang berasal dari Penyuluh Perikanan
Bantu Manajemen Usaha (PPBMU), Penyuluh
Perikanan Bantu (PPB) maupun hasil proses
rekrutmen yang dilakukan LPMUKP, akan ditetapkan
melalui Keputusan Direktur LPMUKP yang sekurang-
kurangnya berisi nama Tenaga Pendamping menurut

Lokasi Layanan Pendampingan;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan
dan Perikanan tentang Penetapan Tenaga Pendamping
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan

Perikanan Tahap Kedua Tahun Anggaran 2019.

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 154);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP.710/
KMK.05/2016 tentang Penetapan Lembaga Pengelola
Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Pada
Kementerian Kelautan dan Perikanan Sebagai Instansi
Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum,;

Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha
Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PER-LPMUKP/2017
tentang Penyusunan Peraturan/Keputusan Direktur
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan
Perikanan;

Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha
Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PER-LPMUKP/2017
tentang Standar Operasional Prosedur Pendampingan
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan

Perikanan.



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

6. Keputusan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha
Kelautan dan Perikanan Nomor 162 /KEP-
LPMUKP/2018 tentang Penetapan Lokasi Layanan
Pendampingan Lembaga Pengelola Modal Usaha

Kelautan dan Perikanan Tahun 20109.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL
USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
PENETAPAN TENAGA PENDAMPING LEMBAGA
PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2019.

Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini, sebagai Tenaga Pendamping
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Tahap Kedua Tahun Anggaran 2019.

Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum

PERTAMA, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan sosialisasi Dana Bergulir Lembaga
Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
(LPMUKP) kepada kelompok Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kelautan dan Perikanan (UMKM-KP)
dan/atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM-KP);

2. Mendampingi pembuatan dan menyetujui penyampaian

proposal UMKM-KP dan/atau LKM-KP mitra LPMUKP;

3. Melaksanakan verifikasi terhadap kegiatan usaha calon
penerima pinjaman atau pembiayaan dana bergulir

LPMUKP;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

4. Mendampingi UMKM-KP dan/atau LKM-KP yang
menjadi debitur LPMUKP selama periode pinjaman atau

pembiayaan.

Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum
PERTAMA, berkewajiban untuk menyampaikan laporan
kepada Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan
Perikanan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan
untuk kegiatan bulan sebelumnya kepada Lembaga

Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.

Tenaga Pendamping sebagaimana pada diktum PERTAMA,
mendapatkan Biaya Operasional Pendampingan dan
Honorarium dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan

dan Perikanan.

Biaya Operasional Pendampingan dan Honorarium
sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, akan
dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Lembaga
Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan setelah

ditetapkannya Keputusan ini.

Lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Masa Kerja Tenaga Pendamping selama Tahun Anggaran

2019 terhitung setelah ditetapkannya Keputusan ini.

Keputusan Direktur ini mulai berlaku mulai tanggal 1

Februari 2019.



KESEMBILAN : Apabila, di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 2019




LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA
MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 6/KEP-LPMUKP/2019
TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDAMPING LEMBAGA
PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN

2019

TENAGA PENDAMPING
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2019

No Provinsi No | Lokasi Layanan Pendampingan Nama
1 | Kabupaten Aceh Singkil Doni Hardini
5 Kabupaten Aceh Utara dan Kota Chairul Rizgal
Lhoksemawe
1 Aceh Kabupaten Aceh Tamiang,
3 Kabupaten Aceh Timur dan Kota | Naza Satia Putra
Langsa
4 Kabupaten Aceh Jaya Agung Pratama
2 Sumatera Barat 5 Kabupaten Kepulauan Mentawai | Risal Fahmi
6 Kabupaten Pfelalawan dan Dewi Ariani
3 Ri Kabupaten Siak
ad 7 Kabupaten Rokan Hilir Siti Komariah
8 Kabupaten Kuantan Singingi Dedi Haryanto
9 | Kota Bat TS iyandri
4 Kepulauan Riau ota batam - eswiyandrl
10 | Kabupaten Kepulauan Anambas | Rio Irawan
11 Kabupgten Kerinci dan Kota Defriandi
. Sungai Penuh
S Jambi Kab ten Tani Jab
n Tanjun n
12 ‘a upaten tanjung Jabung Aliman Sutrisno
Timur
6 Bengkulu 13 | Kabupaten Bengkulu Tengah Ibnu Arifin
Kab ten O K ing Ul
Sumatera 14 abupa en. gan fomerng Vi Nopri Kurniadi
7 dan Oku Timur
Selatan - . :
15 | Kabupaten Ogan Komering Ilir Zaizala Akbar
8 Banten 16 | Kabupaten Pandeglang Bahrul Muhit
17 | Kabupaten dan Kota Bogor Eko Purnomo
9 Jawa Barat 18 | Kabupaten Purwakarta Dora Naomi
19 | Kabupaten Garut Cecep Elsa Nugraha




No Provinsi No | Lokasi Layanan Pendampingan Nama
10 Jawa Tengah 20 | Kabupaten Tulungagung Slarr'let Rié‘ldi '
21 | Kabupaten Batang Dadit Saki Ardi
22 | Kabupaten Tuban Giarti Retno
K ik K
3 abupaten Gresik dan Kota Indra Loka
11 Jawa Timur Surabaya
Kabupaten Malang dan Kota Pandu Putra
24 o
Malang Yudistira
25 | Kabupaten Pacitan Mochamad Faqih
Kabupaten Gianyar, Kota
26 | Denpasar dan Kabupaten Gede Trisna Pratama
12 Bali Badung
27 | Kabupaten Buleleng Made Krisandra
Dewantara
13 Kallmantan 28 | Kabupaten Berau Sabuda
Timur
14 Kalimantan 29 Kabupaten Kayong Utara dan Agus Budianto
Barat Kabupaten Ketapang
30 | Kabupaten Seruyan Bahruddin Yusuf
' 31 Kgbupaten Kapuas, Pulang lis Purwandi
15 Kalimantan Pisau dan Kota Palangka Raya
Tengah Kabupaten Barito Selatan dan .
32 . Halim
Kabupaten Barito Timur
33 | Kabupaten Barito Utara Ledy Susanto
Kali
16 aimantan 34 | Kabupaten Barito Kuala Muhammad Thsan
Selatan
Maria Dionensia
Kab ten Ngad
35 abupaten Ngada Rodju Wawo
36 | Kabupaten Timor Tengah Utara Norbertus Rodriques
- Nusa Tenggara 37 | Kabupaten Nagekeo Eusn‘ini -
Timur 38 | Kabupaten Rote Ndao an"uanus uban
Hurit
39 | Kabupaten Lembata Maria Lucia Uba
40 | Kabupaten Flores Timur Katarina Bunga
Koten
41 | Kabupaten Minahasa Utara Wenny Rantung
. 42 | Kota Manado Verdinand Gedoan
18 Sulawesi Utara Kab p—— M q
n n ngon
43 abupaten Bolaang VONEOnaoOW | Meifa Lauso
Utara
44 | Kabupaten Banggai Laut Supianto H M
45 | Kabupaten Morowali Rusmiati
19 | Sulawesi Tengah 46 Kabupaten Donggala dan Kota Salim
Palu
47 | Kabupaten Tojo Una-Una Zulanwar




No Provinsi No | Lokasi Layanan Pendampingan Nama
20 Sulawesi Barat 48 Kabupaten MamuJ'u Dan Bambang Trisunar
Kabupaten Mamuju Utara
Sul i
21 nawest 49 | Kabupaten Kolaka Utara Hastati
Tenggara
K L Kota Pal
50 abupaten Luwu, Kota a'opo Muh Rusyaid
dan Kabupaten Tana Toraja
1 Ramli
29 | Sulawesi Selatan 5 Kabupaten B.111‘111.<umba amli ‘
52 | Kabupaten Sinjai Arman Latif
53 Kabupaten Barru dan Kota Ridewan Idris
Parepare
93 Maluku Utara 54 | Kabupaten Pulau Morotai Arsad Rustam
55 | Kabupaten Halmahera Utara Asmadaga
56 | Kabupaten Tual Bahtan Nazar
Kabupaten Maluku Tenggara
04 Maluku 57 Barat Frans Larbona
Tuty Zaina Lestari
58 | Kabupaten Buru Kelanohon
Wabh,
5 Papua Barat 59 Kota Sorong, Kabupaten Sorong, .a yu Sugeng
dan Kabupaten Sorong Selatan Riyadi
60 | Kabupaten dan Kota Mimika Naomi Ohoimuar
26 Papua 61 Ealauﬁ)aten Mer(eilukeK . t Willy Brami Goani
62 vta Jayaputa can Rabupatert Kamris Lasuliha

Jayapura

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 2019




